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Jalan Ambruk ke Arah Lubang Tambang Satu Kecamatan di Tapin Terisolir 

    
Sumber gambar 

https://kalsel.antaranews.com/berita/417204/jalan-ambruk-ke-arah-lubang-tambang-satu-kecamatan-di-

tapin-terisolir 
 

Rantau (ANTARA) - Ruas jalan di Desa Bitahan Baru, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 

ambruk ke arah lubang tambang batu bara dan mengakibatkan wilayah Kecamatan Piani 

terisolasi. 

Tokoh masyarakat Karliansyah mengatakan jalan di pinggir galian tambang ini ambruk sekitar 

pukul 17:00 sesaat setelah hujan reda mengguyur wilayah setempat. 

"Sekarang kita terisolir Baramban, Miawa, Pipitak Jaya, Batu Ampar, Buniin Jaya, Harakit, 

Balawaian dan Batung," ujar Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Tapin ini di lokasi, Kamis. 

Karli mengatakan sekitar sebulan lalu sebelum longsor sudah dilayangkan aduan kepada pihak 

perusahaan tambang terkait adanya retak di badan jalan yang membahayakan. 

"Perusahaan lambat melakukan tindakan," ujarnya. 

Karli mengatakan jalan alternatif harus segera dibangun, agar mobilitas barang dan jasa 

Kecamatan Piani - Kabupaten Tapin tak lumpuh. 

"Jalan alternatif harus selesai 1x24 jam. Kasihan masyarakat," ungkapnya. 

Dituturkan Karli akibat jalan ambruk ini jua melumpuhkan aliran listrik ke Kecamatan Piani. 

"Listrik lumpuh total, karena tiang listrik rusak," ungkapnya. 

Pantauan ANTARA jalan aspal sekitar 60 meter ini terputus dan ambruk ke lingkungan tambang 

batu bara yang dikerjakan anak perusahaan Hasnur Group. 

https://kalsel.antaranews.com/berita/417204/jalan-ambruk-ke-arah-lubang-tambang-satu-kecamatan-di-tapin-terisolir
https://kalsel.antaranews.com/berita/417204/jalan-ambruk-ke-arah-lubang-tambang-satu-kecamatan-di-tapin-terisolir
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Jarak antara jalan dan lubang tambang tersebut hanya berkisar se-lemparan batu atau sekitar 10 

meter. 

Ambruk jalan ini juga mengakibatkan instalasi listrik rusak. Satu tiang nyaris ikut ambruk ke arah 

lubang tambang tersebut. 

Diketahui, jalan kabupaten ini merupakan ruas strategis provinsi Kalimantan Selatan karena akses 

menuju proyek strategis nasional yakni Bendungan Tapin yang diresmikan Joko Widodo pada 

2021 lalu. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/417204/jalan-ambruk-ke-arah-lubang-tambang-

satu-kecamatan-di-tapin-terisolir, 6 Juni 2024.  

2. https://matabanua.co.id/2024/06/09/jalan-ambruk-ke-arah-lubang-tambang-satu-

kecamatan-di-tapin-terisolir/, 9 Juni 2024. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 

13); 

2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak 

perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang 

merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2)); 

3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait 

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan 

Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan 

Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. 
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Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai 

dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. 

(Pasal 49) 

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

b. belanja modal; 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

c. belanja tidak terduga;  

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya. 

d. belanja transfer. 

 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa 

(Pasal 55) 

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya (Pasal 64 ayat (1)); 

6) Belanja modal meliputi: 

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap 

dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin 

mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan 

bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai; 

 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, 

dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Tim UJDIH                           4 

 

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya 

mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap  

yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak 

digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi 

aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

(Pasal 65) 


